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The purpose of this study is to analyze the impact of regulations, organizational 
commitment and financial management on the performance of the Village Government 
in Maluk District, West Sumbawa Regency (KSB). This study uses quantitative 
methodology and uses descriptive techniques to analyze the data. The research sample 
consisted of 55 respondents who were employees or workers working in the villages of 
Maluk District, West Sumbawa Regency (KSB) in this case consisting of 5 villages, 
namely (1) Maluk, (2) Benete, (3) Bukit Damai, (4) Mantun, and (5) Pasir Putih. The 
data was analyzed using the Partial Least Square (PLS) method which is included in the 
Structural Equation Modeling (SEM) domain. The results of the study indicate that 
regulations, organizational commitment and village financial management have a 
positive and significant effect on the performance of the Village Government in Maluk 
District, West Sumbawa Regency (KSB). With clear regulations, support commitment 
from all members of the organization, and good financial management, the village 
government is able to increase efficiency and effectiveness in providing services to the 
community. Thus, it can be concluded that clear regulations, strong organizational 
commitment, and good financial management contribute positively and significantly to 
the performance of the village government in Maluk District, West Sumbawa Regency. 
The synergy between these three factors allows for increased efficiency and 
effectiveness in providing services to the community, which ultimately supports the 
achievement of better and more sustainable village development goals. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak regulasi, komitmen 
organisasi dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Penelitian ini menggunakan metodologi 
kuantitatif dan menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data. Sampel 
penelitian berjumlah 55 responden yang merupakan pegawai atau karyawan yang 
bekerja di desa-desa Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam hal ini 
terdiri dari 5 desa yaitu (1) Maluk, (2) Benete, (3) Bukit Damai, (4) Mantun, dan (5) 
Pasir Putih. Data dianalisis dengan metode Partial Least Square (PLS) yang termasuk 
dalam domain Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa regulasi, komitmen organisasi dan pengelolaan keuangan desa berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Desa Di Kecamatan Maluk 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Dengan adanya regulasi yang jelas, dukungan 
komitmen dari seluruh anggota organisasi, serta pengelolaan keuangan yang baik, 
pemerintah desa mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa regulasi yang 
jelas, komitmen organisasi yang kuat, dan pengelolaan keuangan yang baik 
berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa di 
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Sinergi antara ketiga faktor tersebut 
memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada 
masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa 
yang lebih baik dan berkelanjutan. 

I. PENDAHULUAN 
Kinerja pemerintah desa di Indonesia 

merupakan isu yang semakin penting dalam 
konteks pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat. Sebagai ujung tombak pemerintahan 
di tingkat lokal, desa memiliki peran strategis 
dalam mengimplementasikan kebijakan dan 

program pembangunan yang berdampak 
langsung pada kehidupan masyarakat (Fitria dan 
Wibisono, 2020). Namun, meskipun telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, masih banyak desa yang 
menghadapi tantangan dalam mencapai kinerja 
optimal. Fenomena yang sering terjadi adalah 
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ketidakmerataan dalam kualitas pelayanan 
publik di desa-desa. Menurut data Badan Pusat 
Statistik (BPS) pada tahun 2021, masih terdapat 
desa-desa yang mengalami keterbatasan dalam 
hal infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal 
ini menunjukkan bahwa ada disparitas yang 
signifikan antara desa-desa yang lebih maju dan 
yang tertinggal. Pada sisi lain, hasil penelitian 
oleh Mardikanto (2020) menunjukkan bahwa 
faktor-faktor seperti kapasitas sumber daya 
manusia, partisipasi masyarakat, dan trans-
paransi pengelolaan anggaran desa sangat 
mempengaruhi kinerja pemerintah desa. 

Selain itu, fenomena korupsi dan 
penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan 
dana desa juga menjadi isu krusial. Laporan dari 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menyatakan bahwa terdapat sejumlah kasus 
korupsi yang melibatkan kepala desa dan 
perangkat desa dalam pengelolaan dana desa 
(KPK, 2020). Kasus ini tidak hanya merugikan 
masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan 
publik terhadap pemerintah desa. Penelitian oleh 
Aisyah (2019) menemukan bahwa rendahnya 
akuntabilitas dan transparansi dalam penge-
lolaan dana desa berkontribusi pada rendahnya 
kinerja pemerintah desa. 

Faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja 
pemerintah desa adalah rendahnya partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan. Penelitian oleh Hidayat (2021) 
menunjukkan bahwa masyarakat sering merasa 
tidak dilibatkan dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program-program desa. Hal ini 
berujung pada rendahnya tingkat kepuasan 
masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
disediakan oleh pemerintah desa. Dalam konteks 
ini, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 
kapasitas lembaga desa menjadi langkah penting 
untuk meningkatkan partisipasi dan kinerja 
pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan 
kinerja pemerintah desa, berbagai program 
pelatihan dan peningkatan kapasitas telah 
dilakukan oleh pemerintah pusat dan lembaga 
non-pemerintah. Namun, hasilnya masih belum 
maksimal. Penelitian oleh Fitriani (2022) 
menunjukkan bahwa meskipun pelatihan telah 
dilaksanakan, implementasi pengetahuan dan 
keterampilan yang diperoleh masih kurang 
optimal di lapangan. Hal ini mengindikasikan 
perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam 
pengembangan kapasitas pemerintah desa. 

Menurut penelitian oleh Wisastrawan (2019), 
partisipasi masyarakat dalam proses peren-
canaan dan pengawasan anggaran desa masih 
rendah. Masyarakat sering merasa tidak 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan, 
sehingga mereka tidak memiliki rasa memiliki 
terhadap program-program yang dijalankan. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan 
partisipasi masyarakat dapat berkontribusi pada 
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa. Regulasi yang ada juga 
cenderung bersifat top-down, sehingga seringkali 
mengabaikan konteks lokal dan kebutuhan 
spesifik setiap desa. Penelitian oleh Putra (2021) 
menyoroti perlunya pendekatan yang lebih 
partisipatif dalam penyusunan regulasi 
pengelolaan keuangan desa. Dengan melibatkan 
stakeholders lokal, regulasi yang dihasilkan 
dapat lebih relevan dan dapat diterima oleh 
masyarakat desa. 

Lebih lanjut, rendahnya partisipasi 
masyarakat dapat mengakibatkan kurangnya 
pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan 
keuangan yang baik. Masyarakat yang tidak 
terlibat cenderung tidak memiliki informasi yang 
cukup tentang alokasi dan penggunaan dana 
desa, yang pada gilirannya dapat menurunkan 
tingkat pengawasan mereka terhadap 
pemerintah desa. Hal ini diperkuat oleh hasil 
penelitian dari Imron (2023), yang menunjukkan 
bahwa masyarakat yang aktif terlibat dalam 
pengambilan keputusan cenderung lebih 
memahami dan mendukung program-program 
yang dijalankan. Dengan demikian, peningkatan 
kesadaran dan kapasitas masyarakat menjadi 
sangat penting agar mereka dapat berperan aktif 
dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, 
regulasi yang tidak fleksibel sering kali mem-
batasi inovasi dan kreativitas pemerintah desa 
dalam merespons kebutuhan lokal. Penelitian 
oleh Sari (2021) menunjukkan bahwa desa yang 
memiliki kebebasan dalam merumuskan 
kebijakan berdasarkan kondisi lokal mereka 
cenderung lebih berhasil dalam mengelola 
keuangan desa. Ini menunjukkan bahwa 
pendekatan yang lebih adaptif dan responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat lokal dapat 
meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa. 

Menurut Ariana dkk. (2021), diperlukan 
upaya kolaboratif antara pemerintah desa, 
masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk 
menciptakan lingkungan yang mendukung 
partisipasi aktif. Pelatihan dan penyuluhan 
tentang pengelolaan keuangan yang baik perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakat dan perangkat desa. Selain itu, 
penggunaan teknologi informasi dapat menjadi 
alat yang efektif untuk meningkatkan 
transparansi dan aksesibilitas informasi terkait 
pengelolaan keuangan desa. Dengan melibatkan 



http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 8, Nomor 5, Mei 2025 (4948-4961) 

 

4950 
 

masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan 
keuangan, diharapkan akan tercipta iklim saling 
percaya antara pemerintah desa dan warganya. 
Menurut Elsyra dkk. (2020), hal ini tidak hanya 
akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga 
memperkuat komitmen masyarakat terhadap 
program-program pembangunan. 

Pengelolaan keuangan desa sering dihadap-
kan pada berbagai tantangan yang menghambat 
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. 
Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi 
pengelolaan keuangan desa adalah komitmen 
organisasi dari para aparatur pemerintah desa. 
Fakta menunjukkan bahwa komitmen organisasi 
yang rendah dapat mengakibatkan kurangnya 
motivasi dan keterlibatan aparatur desa dalam 
pengelolaan keuangan. Lestari dan Ayu (2021) 
menemukan bahwa kepala desa dan perangkat-
nya yang memiliki komitmen organisasi yang 
tinggi cenderung lebih proaktif dalam 
merencanakan dan melaksanakan anggaran. 
Sebaliknya, desa-desa dengan tingkat komitmen 
yang rendah sering kali mengalami masalah 
dalam hal transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan 
temuan dari Veronika dan Basri (2023), yang 
mencatat bahwa kurangnya komitmen dari 
aparat desa dapat menyebabkan pengelolaan 
keuangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang 
berlaku, bahkan berpotensi menimbulkan 
penyalahgunaan wewenang. 

Penelitian oleh Karim dkk. (2019) 
menyebutkan bahwa banyak perangkat desa 
yang belum memiliki pemahaman yang memadai 
tentang manajemen keuangan, yang berpengaruh 
pada kemampuan mereka untuk mengelola 
anggaran desa secara efektif. Ketidakpahaman ini 
sering kali berakar pada kurangnya pelatihan 
dan pendidikan formal mengenai pengelolaan 
keuangan, sehingga komitmen terhadap tugas 
dan tanggung jawab mereka pun menjadi 
berkurang. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan 
pendidikan formal dapat memperbaiki komitmen 
organisasi dan, pada gilirannya, meningkatkan 
pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain, ada juga 
faktor budaya organisasi yang berpengaruh 
terhadap komitmen para aparatur desa. Menurut 
penelitian oleh Yunita dkk. (2022), budaya 
organisasi yang mendukung kolaborasi dan 
komunikasi yang baik di antara perangkat desa 
dapat meningkatkan komitmen mereka terhadap 
tujuan bersama. Ketika aparatur desa merasa 
bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang 
positif dan saling mendukung, mereka cenderung 
lebih berkomitmen untuk mencapai target-target 

yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal 
pengelolaan keuangan. Budaya organisasi yang 
baik akan menciptakan semangat tim yang kuat 
dan mendorong setiap anggota untuk 
berkontribusi secara maksimal. 

Kinerja pemerintah desa memegang peran 
krusial dalam mendorong pembangunan daerah, 
khususnya di wilayah pedesaan seperti 
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. 
Dalam beberapa tahun terakhir, fokus terhadap 
kinerja pemerintah desa semakin menguat 
seiring dengan implementasi kebijakan 
desentralisasi yang memberikan kewenangan 
lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun, 
meskipun terdapat berbagai kebijakan yang 
mendukung, pelaksanaan program dan layanan 
publik di tingkat desa masih menghadapi 
tantangan yang cukup besar. Data dari Badan 
Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa 
Kecamatan Maluk memiliki potensi sumber daya 
alam yang melimpah, namun pemanfaatannya 
belum optimal. Sektor pertanian dan perikanan, 
yang menjadi tulang punggung perekonomian 
masyarakat, masih menghadapi berbagai 
kendala, seperti minimnya dukungan infrastruk-
tur dan akses pasar. Hal ini menunjukkan adanya 
kesenjangan antara potensi yang dimiliki dan 
realisasi kinerja pemerintah desa dalam 
mendukung pembangunan ekonomi lokal. 

Salah satu fenomena yang patut diperhatikan 
adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat 
dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 
desa. Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga 
penelitian lokal menunjukkan bahwa keikut-
sertaan masyarakat dalam musyawarah desa 
masih tergolong rendah. Kondisi ini berpotensi 
menghambat efektivitas program pembangunan 
yang dirancang oleh pemerintah desa, karena 
kurangnya aspirasi dan kebutuhan masyarakat 
yang terakomodasi. Oleh karena itu, kinerja 
pemerintah desa dituntut untuk lebih responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat guna mening-
katkan kepercayaan publik dan mendorong 
partisipasi aktif dalam pembangunan. Selain itu, 
isu transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan anggaran desa juga menjadi 
perhatian serius. Laporan audit yang dilakukan 
oleh Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat 
mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam 
penggunaan dana desa, yang dapat menimbulkan 
keraguan masyarakat terhadap integritas 
pemerintah desa. Fenomena ini menggaris-
bawahi pentingnya pengawasan yang lebih ketat 
terhadap pengelolaan keuangan desa untuk 
mencegah penyalahgunaan wewenang. 
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Di bidang sosial, Kecamatan Maluk juga 
menghadapi berbagai permasalahan, terutama 
dalam sektor pendidikan dan kesehatan. 
Meskipun pemerintah telah meluncurkan 
berbagai program untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan dan layanan kesehatan, hasilnya 
belum sesuai harapan. Data menunjukkan bahwa 
angka putus sekolah di tingkat dasar masih 
relatif tinggi, sementara akses terhadap layanan 
kesehatan yang memadai masih menjadi 
tantangan, terutama di daerah terpencil. Kinerja 
pemerintah desa dalam menangani isu-isu ini 
perlu dievaluasi secara mendalam agar dapat 
merumuskan solusi yang tepat untuk mening-
katkan kualitas hidup masyarakat. Dengan 
demikian, berbagai fakta dan fenomena yang 
terjadi di Kecamatan Maluk mengindikasikan 
bahwa kinerja pemerintah desa masih dihadap-
kan pada berbagai tantangan. Meskipun terdapat 
kebijakan yang mendukung pembangunan desa, 
implementasinya di lapangan seringkali tidak 
sejalan dengan harapan masyarakat, sehingga 
diperlukan upaya lebih serius untuk memper-
baiki kinerja dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.  

Oleh karena itu, penting untuk melakukan 
penelitian yang lebih mendalam mengenai 
kinerja pemerintah desa di daerah ini guna 
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. 
Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang 
diuraikan dalam penelitian sebelumnya, 
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara 
komprehensif kinerja pemerintah desa di 
Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat, 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Dengan demikian, penulis tertarik untuk 
menganalisis dan mendeskripsikan masalah ini 
melalui judul penelitian yang relevan yaitu, 
“Analisis Dampak Regulasi, Komitmen 
Organisasi, dan Pengelolaan Keuangan Desa 
terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB)”. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif 
dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini 
memungkinkan pengujian hubungan antar 
variabel secara numerik dan objektif 
menggunakan alat statistik (Sugiyono, 2021). 
Penelitian ini berfokus pada hubungan antara 
regulasi (X1), komitmen organisasi (X2), dan 
pengelolaan keuangan desa (X3) sebagai variabel 
independen, terhadap kinerja pemerintah desa 
(Y) sebagai variabel dependen (Creswell, 2022). 
Tujuan dari pendekatan asosiatif ini adalah 

untuk mengukur seberapa besar pengaruh 
masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat secara terukur dan sistematis. 

Penelitian ini dilaksanakan di lima desa dalam 
wilayah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa 
Barat, yaitu Maluk, Benete, Bukit Damai, Mantun, 
dan Pasir Putih. Pemilihan lokasi ini didasarkan 
pada karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya 
yang khas serta tantangan dalam pengelolaan 
pemerintahan desa. Pelaksanaan penelitian 
berlangsung dari Februari hingga Mei 2025 
untuk memberikan waktu yang cukup dalam 
mengumpulkan data secara menyeluruh. Peneliti 
berupaya memastikan bahwa dinamika dan 
kondisi faktual di lapangan dapat 
direpresentasikan dengan baik selama periode 
waktu tersebut. 

Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh 
pegawai pemerintahan desa di lima desa tersebut 
dengan total 55 orang (Sekaran & Baougie, 
2020). Teknik total sampling digunakan untuk 
menentukan sampel, sehingga seluruh anggota 
populasi dijadikan responden (Cooper & 
Schindler, 2021; Creswell, 2022). Teknik ini 
dipilih untuk meminimalkan bias dan menjamin 
bahwa sampel benar-benar merepresentasikan 
populasi secara utuh. Data yang dikumpulkan 
bersifat kuantitatif dan berasal dari sumber 
primer melalui kuesioner dengan skala Likert 1–
4 (Arikunto, 2019). 

Untuk mendefinisikan variabel secara 
operasional, peneliti merinci indikator untuk 
masing-masing variabel dengan mengacu pada 
literatur relevan. Regulasi diukur melalui 
indikator seperti kejelasan dan kepatuhan 
terhadap regulasi (Stiglitz, 2020), komitmen 
organisasi melalui tiga dimensi utama (Robbins 
& Judge, 2013), dan pengelolaan keuangan desa 
melalui delapan indikator seperti kualitas 
perencanaan dan transparansi laporan (Dewi, 
2019). Sementara itu, kinerja pemerintah desa 
diukur berdasarkan pedoman Kemendagri 
(2018), mencakup penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 
masyarakat, dan ketertiban serta keamanan. 

Analisis data dilakukan menggunakan metode 
Partial Least Square-Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM) melalui perangkat lunak 
SmartPLS v3.2.9, yang dinilai cocok karena dapat 
bekerja dengan sampel kecil dan tidak 
memerlukan asumsi distribusi normal (Hair et 
al., 2017). Model pengukuran (outer model) diuji 
melalui validitas konvergen, validitas 
diskriminan, serta reliabilitas menggunakan nilai 
Cronbach Alpha dan Composite Reliability 
(Ghozali & Latan, 2015). Untuk model struktural 



http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id 

JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) 
Volume 8, Nomor 5, Mei 2025 (4948-4961) 

 

4952 
 

(inner model), pengujian dilakukan dengan 
melihat nilai R-square, F-square, dan *Goodness 
of Fit* (GoF), serta pengujian hipotesis dengan 
teknik bootstrapping pada tingkat signifikansi 
0,05 (Hair et al., 2017; Ghozali & Latan, 2015). 
Semua tahapan ini bertujuan untuk memastikan 
keandalan dan validitas model yang digunakan 
dalam menjelaskan pengaruh variabel-variabel 
yang diteliti terhadap kinerja pemerintah desa. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 
Penilaian model adalah tahap krusial 

dalam menilai kesesuaian model yang telah 
dibuat dengan data yang tersedia. Proses 
evaluasi ini mencakup penggunaan berbagai 
metrik dan teknik tertentu untuk menilai 
sejauh mana model tersebut sejalan dengan 
data empiris yang ada (Arikunto, 2019). 
Langkah-langkah analisis SEM-PLS adalah 
sebagai berikut: 
1. Model Pengkuran (Outer Model) 

Evaluasi model luar dilakukan untuk 
menilai validitas dan reliabilitas model 
tersebut. Beberapa aspek yang diperhati-
kan dalam penilaian model luar meliputi 
Cronbach's alpha, validitas diskriminan, 
validitas konvergen, dan composite 
reliability (Hair et al., 2017). 
a) Uji Convergent Validity 

Variabel dianggap cukup memadai 
apabila nilai AVE (Average Variance 
Extracted) dari setiap indikator lebih 
besar dari 0,5. Selain itu, hasil estimasi 
model yang menggunakan metode PLS 
menunjukkan beberapa temuan penting 
sebagai berikut: 

 
Tabel 1. Nilai Outer Loading 

Variabel Konstruk AVE Keterangan 
Regulasi (X1) 0.530 Valid 

Komitmen 
Organisasi (X2) 

0.652 Valid 

Pengelolaan 
Keuangan Desa (X3) 

0.530 Valid 

Kinerja Pemerintah 
Desa (Y) 

0.736 Valid 

Sumber: data diolah, 2025 

Berdasarkan referensi pada Tabel 1, 
Average Variance Extracted (AVE) untuk 
konstruk regulasi, komitmen organisasi, 
pengelolaan keuangan desa, dan kinerja 
pemerintah desa semuanya melampaui 
ambang batas 0,5.  Oleh karena itu, 
dapat disimpulkan bahwa semua 
variabel konstruk di dalam model 
dianggap valid. 

 

b) Uji Discriminant Validity 
Seperti yang dijelaskan oleh Hair 

dkk. (2017) bahwa uji validitas diskri-
minan merupakan metode statistik yang 
berguna untuk menentukan sejauh 
mana konstruk atau variabel dalam 
sebuah model penelitian berbeda secara 
statistik satu dengan yang lainnya.  
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
tabel 2 yang terletak di bawah ini: 

 
Tabel 2. Hasil Uji Fornell-Larcker 

Criterion 

Variabel 
Konstruk 

X1 X2 X3 Y 

Regulasi (X1) 0.858    

Komitmen 
Organisasi (X2) 

0.544 0.808   

Pengelolaan 
Keuangan Desa 

(X3) 
0.546 0.661 0.728  

Kinerja 
Pemerintah Desa 

(Y) 
0.521 0.626 0.582 0.728 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Dari data yang tertera pada Tabel 2, 

hubungan antara variabel konstruk 
menunjukkan validitas diskriminan 
yang tinggi, terutama pada Regulasi 
(X1) dengan nilai 0.858. Nilai signifikan 
juga terlihat pada Komitmen Organisasi 
(X2) dengan 0.808, Pengelolaan 
Keuangan Desa (X3) dengan 0.728, dan 
Kinerja Pemerintah Desa (Y) dengan 
0.626, di mana nilai diagonal masing-
masing konstruk lebih tinggi 
dibandingkan nilai non-diagonalnya. Hal 
ini mengindikasikan bahwa setiap 
konstruk dapat dibedakan dengan jelas 
dari yang lainnya, mendukung 
keandalan model penelitian dan 
menunjukkan hubungan yang terpisah 
antara variabel-variabel yang diteliti. 
Temuan ini penting untuk analisis lebih 
lanjut mengenai dampak regulasi, 
komitmen organisasi, dan pengelolaan 
keuangan terhadap kinerja pemerintah 
desa. 

c) Uji Composite Reliability 
Composite reliability dan Cronbach's 

alpha dapat menilai reliabilitas 
konstruk dengan menggunakan indi-
kator.  Menurut Ghozali & Latan (2015), 
kedua teknik tersebut harus memiliki 
nilai reliabilitas di atas 0,7 yang 
mengindikasikan model yang dapat 
dipercaya. 
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Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel 
Konstruk 

Cronbach’s 
Alpha 

Composite 
Reliablity 

Regulasi (X1) 0.818 0.705 
Komitmen 

Organisasi (X2) 
0.848 0.732 

Pengelolaan 
Keuangan Desa 

(X3) 
0.899 0.871 

Kinerja 
Pemerintah Desa 

(Y) 
0, 893 0.823 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Berdasarkan data pada Tabel 3, 

setiap konstruk dalam penelitian ini 
telah memenuhi kriteria reliabilitas 
yang ditetapkan.  Semua konstruk 
menunjukkan nilai composite reliability 
(CR) dan Cronbach's alpha (α) di atas 
ambang batas 0,60, yang menandakan 
bahwa indikator yang digunakan untuk 
mengukur setiap konstruk telah 
memenuhi standar reliabilitas yang 
ditetapkan untuk penelitian ini.  Hal ini 
menjadi dasar yang kuat untuk memaju-
kan pengolahan data dan mengevaluasi 
model penelitian selanjutnya. 

 
2. Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural, atau Inner Model, 
memprediksi hubungan kausalitas variabel 
laten, menurut Ghozali dan Latan (2015).  
Dalam model indikator reflektif ini, 
konstruk atau variabel laten menyebabkan 
indikatornya berubah. 
a) Uji R-Square (R2) 

Analisis R-Square, juga dikenal 
sebagai uji determinasi, mengukur pe-
ngaruh keseluruhan faktor independen 
terhadap variabel dependen (Hair et al., 
2017). 

 
Tabel 4. Hasil Pengujian R-Square 

 R-square 
Adjusted R-

square 
Kinerja Pemerintah 

Desa (Y) 
0,385 0,366 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Hasil analisis yang ditampilkan pada 

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai nilai 
R-square sebesar 0,385 menunjukkan 
bahwa sekitar 38,5% variasi dalam 
kinerja pemerintah desa dapat dijelas-
kan oleh ketiga variabel independen 
tersebut. Sementara itu, nilai Adjusted 
R-square sebesar 0,366 mengindikasi-
kan bahwa setelah mempertimbangkan 

jumlah variabel yang dimasukkan dalam 
model, proporsi variasi yang dapat 
dijelaskan menjadi 36,6%. Ini menun-
jukkan bahwa meskipun ada kontribusi 
signifikan dari variabel-variabel 
tersebut, masih terdapat sekitar 61,5% 
variasi dalam kinerja pemerintah desa 
yang dapat dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak termasuk dalam model 
penelitian ini. Temuan ini penting untuk 
memahami sejauh mana regulasi, 
komitmen organisasi, dan pengelolaan 
keuangan desa berkontribusi terhadap 
efektivitas kinerja pemerintah desa, 
serta menyoroti perlunya penelitian 
lebih lanjut untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor lain yang berpengaruh. 

b) Uji F-Square (F2) 
Ketika menggunakan model Partial 

Least Squares (PLS), analisis F-Square 
digunakan untuk menentukan sejauh 
mana sebuah konstruk berkontribusi 
pada variabel laten yang terkait 
dengannya.  Kontribusi konstruk yang 
lebih kuat terhadap nilai F-Square 
ditunjukkan dengan nilai F-Square yang 
lebih tinggi, dengan ketentuan sebagai 
berikut: pengaruh yang lebih besar dari 
0.02 menunjukkan pengaruh yang 
lemah, 0.15 menunjukkan pengaruh 
yang moderat, dan 0.35 menunjukkan 
pengaruh yang besar. 

 
Tabel 5. Hasil Pengujian F-Square 

Konstruk Variabel 
F-

Square 
Kategori 

Regulasi (X1) 0,045 Kecil 
Komitmen Organisasi 

(X2) 
0,041 Kecil 

Pengelolaan Keuangan 
Desa (X3) 

0,058 Kecil 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Tabel 5 menyajikan hasil uji F-

Square yang mengukur dampak variabel 
konstruk terhadap kinerja pemerintah 
desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB). Nilai F-Square 
untuk variabel Regulasi (X1) adalah 
0,045, Komitmen Organisasi (X2) 0,041, 
dan Pengelolaan Keuangan Desa (X3) 
0,058, yang semuanya tergolong kecil. 
Meskipun pengaruh masing-masing 
variabel terhadap kinerja pemerintah 
desa relatif rendah, kontribusi mereka 
tetap penting dan tidak boleh diabaikan 
dalam konteks keseluruhan. F-Square 
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berfungsi sebagai indikator untuk 
menilai seberapa besar perubahan 
dalam kinerja pemerintah desa dapat 
dijelaskan oleh perubahan dalam 
variabel independen tersebut. 

c) Uji Goodness of Fit (GoF) 
Model Goodness of Fit (GoF) di-

kembangkan untuk menilai kesesuaian 
dan kegunaan metodologi penelitian.  
Penilaian GoF terdiri dari tiga tingkatan: 
nilai 0,1 dianggap rendah, nilai 0,25 
dianggap sedang, dan nilai 0,38 
diklasifikasikan sebagai tinggi (Hair et 
al., 2017).  Tujuannya adalah untuk 
mengevaluasi sejauh mana model 
tersebut sesuai dengan data. 

 
Tabel 6. Hasil Uji GoF 

Variabel Konstruk 
Nilai  

Commu
nality 

R-Square 

Regulasi (X1) 0,220 - 
Komitmen Organisasi 

(X2) 
0,318 - 

Pengelolaan Keuangan 
Desa (X3) 

0,399 - 

Kinerja Pemerintah Desa 
(Y) 

0,450 0,385 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Berdasarkan data pada tabel 6 di 

atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata 
nilai AVE adalah 0,347 dan rata-rata 
nilai R-square adalah 0,877. Dengan 
demikian, perhitungan nilai GoF 
menjadi: 

 

 

 
 

 
Dalam penelitian ini, nilai Goodness 

of Fit (GoF) diperoleh sebesar 0,366, 
yang menunjukkan bahwa tingkat 
kesesuaian dan kelayakan model berada 
pada kategori sedang. Nilai ini 
mengindikasikan bahwa model yang 
digunakan dalam penelitian ini cukup 
baik dalam merepresentasikan data 
yang ada, meskipun masih terdapat 
ruang untuk perbaikan. 

d) Uji Hipotesis (Bootstrapping) 
Metode resampling bootstrapping 

digunakan untuk menguji hipotesis 
penelitian dengan menganalisis 
hubungan antara variabel independen 
(konstruk eksogen) dan variabel 
dependen (konstruk endogen), serta 

antar konstruk endogen. Dengan tingkat 
signifikansi 0,05, nilai P-Value 
menunjukkan kemungkinan 5% bahwa 
hasilnya bersifat acak, sementara T-
Statistik 1,96 menjadi batas penting 
untuk signifikansi statistik; hipotesis 
diterima jika T-Statistik lebih dari 1,96 
dan P-Value kurang dari 0,05 (Ghozali 
dan Latan, 2015). Sebaliknya, jika T-
Statistik kurang dari 1,96 dan P-Value 
lebih besar dari 0,05, hipotesis harus 
ditolak. Oleh karena itu, bootstrapping 
sangat penting dalam penelitian ini 
untuk mengeksplorasi dan menilai 
kekuatan hubungan antara karakteristik 
eksogen dan endogen melalui analisis 
statistik yang ketat dan dapat 
diandalkan. 

 
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis 

(Bootstrapping) 

Pengaruh Antar 
Variabel 

Original 
Sampel 

T-
Statistik 

P-
Values 

Regulasi (X1) -> 
Kinerja Pemerintah 

Desa (Y) 
0.223 2.967 0.015 

Komitmen 
Organisasi (X2) -> 

Kinerja Pemerintah 
Desa (Y) 

0.231 2.703 0.018 

Pengelolaan 
Keuangan Desa 
(X3) -> Kinerja 

Pemerintah Desa 
(Y) 

0.263 2.287 0.023 

Sumber: data diolah, 2025 

 
Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang disajikan pada Tabel 7, 
interpretasi dari uji Path Coefficients 
menggunakan PLS Bootstrapping adalah 
sebagai berikut: 
1) Berdasarkan hasil pengujian hipo-

tesis yang telah dilakukan, diperoleh 
bahwa regulasi (X1) memiliki 
koefisien beta sebesar 0,223, yang 
menunjukkan pengaruh positif. Hasil 
uji statistik menunjukkan nilai t-
statistik sebesar 2,967, yang lebih 
besar dari t-tabel yaitu 1,978, dengan 
P-Value sebesar 0,015, yang jauh 
lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti 
bahwa, regulasi berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah desa di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat 
(KSB), dalam hal ini hipotesis 
pertama (H1) diterima dan H01 
ditolak. 
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2) Berdasarkan hasil pengujian hipote-
sis yang telah dilakukan, diperoleh 
bahwa komitmen organisasi (X2) 
memiliki koefisien beta sebesar 
0,231, yang menunjukkan pengaruh 
positif. Hasil uji statistik 
menunjukkan nilai t-statistik sebesar 
2,703, yang lebih besar dari t-tabel 
yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 
0,018, yang jauh lebih kecil dari 0,05. 
Hal ini berarti bahwa, komitmen 
organisasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja pemerin-
tah desa di Kecamatan Maluk, 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 
dalam hal ini hipotesis pertama (H2) 
diterima dan H02 ditolak. 

3) Berdasarkan hasil pengujian hipote-
sis yang telah dilakukan, diperoleh 
bahwa pengelolaan keuangan desa 
(X3) memiliki koefisien beta sebesar 
0,263, yang menunjukkan pengaruh 
positif. Hasil uji statistik 
menunjukkan nilai t-statistik sebesar 
2,287, yang lebih besar dari t-tabel 
yaitu 1,978, dengan P-Value sebesar 
0,023, yang jauh lebih kecil dari 0,05. 
Hal ini berarti bahwa, pengelaan 
keuangan desa berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah desa di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat 
(KSB), dalam hal ini hipotesis 
pertama (H3) diterima dan H03 
ditolak. 
 

B. Pembahasan 
1. Regulasi Berpengaruh Positif dan 

Signifikan Terhadap Kinerja Pemerintah 
Desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, 
regulasi (X1) terbukti berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja pemerintah 
desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien 
beta sebesar 0,223. Hasil uji statistik 
memperkuat temuan ini melalui nilai t-
statistik 2,967 yang melebihi t-tabel 1,978, 
serta P-Value 0,015 yang lebih kecil dari 
tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini tidak 
hanya menolak hipotesis nol (H01) tetapi 
juga mengkonfirmasi bahwa kualitas 
regulasi berbanding lurus dengan pening-
katan kinerja aparatur desa. Dengan kata 
lain, semakin baik regulasi yang 

dirumuskan dan diterapkan, semakin 
efektif pula pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan di tingkat desa di kecamatan 
Maluk, KSB. Regulasi yang jelas dan 
terstruktur mampu menciptakan sistem 
kerja yang lebih efektif, transparan, dan 
akuntabel, sehingga mendukung pening-
katan kualitas pelayanan publik di tingkat 
desa. Regulasi yang baik merupakan 
fondasi utama dalam menciptakan sistem 
pemerintahan desa yang efektif. Ketika 
regulasi dirancang dengan jelas dan 
diterapkan secara konsisten, aparatur 
pemerintah desa memiliki pedoman yang 
tegas dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka. Regulasi yang 
baik menjadi elemen kunci dalam 
meningkatkan kinerja aparatur pemerintah 
desa, terutama di Kecamatan Maluk, 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Regulasi 
yang diterapkan secara jelas dan konsisten 
memberikan kepastian hukum bagi 
aparatur desa dalam menjalankan tugas-
nya. Dengan adanya aturan yang 
terstruktur, setiap aparatur desa memiliki 
pedoman yang jelas dalam bekerja, mulai 
dari tata kelola administrasi, pengelolaan 
anggaran, hingga pelayanan kepada 
masyarakat. Hal ini meminimalisir potensi 
kesalahan, penyalahgunaan wewenang, 
atau ketidakefektifan dalam menjalankan 
program-program desa. Di Kecamatan 
Maluk, implementasi regulasi yang baik 
telah menunjukkan dampak positif dalam 
meningkatkan efisiensi kerja aparatur 
desa, terutama dalam pengelolaan Dana 
Desa dan program pembangunan berbasis 
masyarakat.   

 
2. Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif 

dan Signifikan Terhadap Kinerja 
Pemerintah Desa di Kecamatan Maluk, 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
yang telah dilakukan, diperoleh bahwa 
komitmen organisasi (X2) memiliki 
koefisien beta sebesar 0,231, yang 
menunjukkan pengaruh positif terhadap 
kinerja pemerintah desa di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). 
Hasil uji statistik menunjukkan nilai t-
statistik sebesar 2,703, yang lebih besar 
dari t-tabel yaitu 1,978, dengan P-Value 
sebesar 0,018, yang jauh lebih kecil dari 
0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa 
komitmen organisasi berpengaruh positif 
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dan signifikan, sehingga hipotesis pertama 
(H2) diterima dan H02 ditolak. Artinya, 
semakin tinggi tingkat komitmen organi-
sasi yang dimiliki oleh aparatur desa, 
semakin baik pula kinerja pemerintah desa 
tersebut, menegaskan pentingnya komit-
men dalam mencapai hasil yang optimal 
dalam pelayanan publik. Komitmen 
organisasi mencerminkan keterikatan, 
loyalitas, dan dedikasi aparatur desa 
terhadap tugas, nilai, dan tujuan organisasi. 
Ketika aparatur desa memiliki komitmen 
yang tinggi, mereka cenderung bekerja 
lebih efektif, bertanggung jawab, dan 
berorientasi pada pencapaian tujuan 
bersama, yang pada akhirnya berdampak 
positif pada kinerja pemerintah desa 
secara keseluruhan. 

Komitmen organisasi merupakan faktor 
penting yang menentukan kinerja aparatur 
pemerintah desa. Semakin tinggi tingkat 
komitmen yang dimiliki oleh aparatur desa, 
semakin baik pula kinerja pemerintah desa 
dalam menjalankan tugasnya. Komitmen 
ini mencerminkan keterikatan, loyalitas, 
dan dedikasi aparatur desa terhadap tugas, 
nilai, serta tujuan organisasi. Aparatur desa 
yang memiliki komitmen tinggi akan 
bekerja dengan penuh tanggung jawab, 
memiliki semangat dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat, serta 
menjalankan tugasnya dengan sungguh-
sungguh tanpa sekadar menjalankan 
rutinitas. Di Kecamatan Maluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB), perbedaan tingkat 
komitmen organisasi dapat terlihat dalam 
variasi kinerja pemerintah desa, di mana 
desa yang memiliki aparatur dengan 
komitmen tinggi cenderung lebih maju 
dalam pengelolaan administrasi, pelayanan 
publik, serta program pembangunan desa. 

Ketika aparatur desa memiliki tingkat 
komitmen yang tinggi, mereka akan lebih 
efektif dalam bekerja, bertanggung jawab 
terhadap tugasnya, serta berorientasi pada 
pencapaian tujuan bersama. Selain itu, 
aparatur desa yang memiliki rasa tanggung 
jawab tinggi akan lebih proaktif dalam 
menyelesaikan masalah dan mencari solusi 
demi kepentingan masyarakat. Di beberapa 
desa di Kecamatan Maluk, aparatur desa 
dengan komitmen tinggi menunjukkan 
inisiatif dalam meningkatkan pelayanan 
publik, misalnya dengan mengadopsi 
sistem administrasi berbasis digital untuk 
mempercepat pengurusan dokumen 

kependudukan dan perizinan usaha. 
Langkah-langkah inovatif seperti ini hanya 
dapat terjadi ketika aparatur memiliki 
kepedulian dan loyalitas terhadap 
kemajuan desa mereka. 

Dampak positif dari komitmen 
organisasi terhadap kinerja pemerintah 
desa dapat terlihat dalam berbagai aspek, 
seperti peningkatan kualitas pelayanan 
publik, transparansi dalam pengelolaan 
anggaran, serta keberhasilan program 
pembangunan desa. Di desa-desa dengan 
aparatur yang memiliki komitmen tinggi di 
Kecamatan Maluk, implementasi program 
seperti penggunaan Dana Desa untuk 
infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat berjalan lebih efektif karena 
mereka mengelola anggaran dengan penuh 
tanggung jawab. Sebaliknya, di desa yang 
tingkat komitmennya rendah, sering 
ditemukan kendala seperti keterlambatan 
dalam penyelesaian tugas, pelayanan 
publik yang kurang optimal, serta 
rendahnya partisipasi dalam pengambilan 
keputusan. Oleh karena itu, meningkatkan 
komitmen organisasi di kalangan aparatur 
desa menjadi hal yang sangat penting 
untuk memastikan bahwa pemerintahan 
desa di Kecamatan Maluk dapat berjalan 
lebih profesional, efisien, dan berorientasi 
pada kesejahteraan masyarakat. 

 
3. Pengelolaan Keuangan Desa Berpengaruh 

Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja 
Pemerintah Desa di Kecamatan Maluk, 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 
yang telah dilakukan, pengelolaan 
keuangan desa (X3) menunjukkan 
pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kinerja pemerintah desa di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). 
Koefisien beta sebesar 0,263 dan nilai t-
statistik sebesar 2,287, yang lebih besar 
dari t-tabel 1,978, serta P-Value sebesar 
0,023 yang jauh lebih kecil dari 0,05, 
mengindikasikan bahwa hipotesis pertama 
(H3) diterima dan H03 ditolak. Ini berarti 
semakin baik pengelolaan keuangan desa, 
semakin tinggi pula kinerja pemerintah 
desa tersebut. Dengan demikian, 
pengelolaan keuangan yang efektif 
berkontribusi langsung pada peningkatan 
kinerja pemerintah desa di wilayah ini. 
Pengelolaan keuangan desa yang efektif 
mencakup perencanaan, pelaksanaan, 
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pengawasan, dan pertanggungjawaban 
keuangan yang transparan, akuntabel, dan 
efisien. 

Pengelolaan keuangan desa yang efektif 
memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana 
Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) 
digunakan sesuai dengan kebutuhan dan 
prioritas pembangunan desa. Perencanaan 
keuangan yang baik melibatkan musya-
warah desa (Musdes) untuk menentukan 
program yang benar-benar dibutuhkan 
masyarakat. Pelaksanaan anggaran yang 
sesuai dengan rencana kerja desa 
memastikan tidak ada penyalahgunaan 
dana atau pemborosan anggaran. 
Pengawasan yang ketat, baik dari Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) maupun 
masyarakat, memastikan bahwa dana tidak 
diselewengkan. Di beberapa desa di 
Kecamatan Maluk, transparansi dalam 
pengelolaan keuangan telah diterapkan 
melalui papan informasi anggaran dan 
sistem pelaporan terbuka kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat dapat 
mengetahui bagaimana dana desa dikelola 
dan digunakan. Hal ini meningkatkan 
kepercayaan masyarakat terhadap peme-
rintah desa serta mendorong partisipasi 
aktif dalam pembangunan.   

Ketika keuangan desa dikelola dengan 
baik, sumber daya yang tersedia dapat 
dialokasikan secara optimal untuk 
berbagai program yang berdampak 
langsung pada kesejahteraan masyarakat. 
Misalnya, di beberapa desa di Kecamatan 
Maluk, penggunaan Dana Desa yang tepat 
telah membantu pembangunan infrastruk-
tur seperti jalan desa, fasilitas kesehatan, 
serta program pemberdayaan ekonomi 
berbasis UMKM. Desa yang mengelola 
anggaran dengan baik juga mampu 
memberikan insentif bagi aparatur desa 
sehingga meningkatkan motivasi kerja 
mereka. Sebaliknya, desa yang mengalami 
kendala dalam pengelolaan keuangan, 
seperti kurangnya transparansi atau tidak 
tertib dalam pelaporan keuangan, 
cenderung menghadapi berbagai masalah, 
seperti keterlambatan pembangunan dan 
rendahnya kualitas pelayanan publik. Oleh 
karena itu, peningkatan kapasitas aparatur 
desa dalam pengelolaan keuangan serta 
pengawasan yang ketat perlu terus 
dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 
anggaran yang dikelola oleh pemerintah 

desa benar-benar memberikan manfaat 
maksimal bagi masyarakat. 

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan yang telah dilakukan 
sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa 
poin berikut sebagai kesimpulan dari 
penelitian ini: 
1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

telah dilakukan, regulasi (X1) menunjukkan 
pengaruh positif yang signifikan terhadap 
kinerja pemerintah desa di Kecamatan 
Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), 
dengan koefisien beta sebesar 0,223. Hasil 
uji statistik mencatat nilai t-statistik 
sebesar 2,967, yang lebih besar dari t-tabel 
1,978, serta P-Value sebesar 0,015 yang 
jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga 
hipotesis pertama (H1) diterima dan H01 
ditolak. Temuan ini menegaskan bahwa 
regulasi yang jelas dan terstruktur menjadi 
pedoman utama bagi aparatur desa dalam 
menjalankan tugas secara profesional dan 
akuntabel. Regulasi yang baik tidak hanya 
memastikan transparansi dalam penge-
lolaan pemerintahan tetapi juga mening-
katkan efektivitas kerja dan mendorong 
pelayanan publik yang lebih berkualitas. Di 
Kecamatan Maluk, penerapan regulasi yang 
ketat telah berkontribusi pada peningkatan 
efisiensi dalam pengelolaan Dana Desa 
serta program pembangunan berbasis 
masyarakat. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan, komitmen organisasi (X2) 
menunjukkan pengaruh positif yang 
signifikan terhadap kinerja pemerintah 
desa di Kecamatan Maluk, Kabupaten 
Sumbawa Barat (KSB), dengan koefisien 
beta sebesar 0,231. Hasil uji statistik 
mencatat nilai t-statistik sebesar 2,703, 
yang lebih besar dari t-tabel 1,978, serta P-
Value sebesar 0,018 yang jauh lebih kecil 
dari 0,05, sehingga hipotesis kedua (H2) 
diterima dan H02 ditolak. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa aparatur desa 
yang memiliki tingkat keterikatan, loyalitas, 
dan dedikasi tinggi terhadap tugas dan nilai 
organisasi cenderung bekerja lebih efektif 
dan bertanggung jawab. Komitmen yang 
tinggi mendorong mereka untuk lebih 
proaktif dalam menyelesaikan permasala-
han, meningkatkan kualitas pelayanan, 
serta memastikan bahwa setiap program 
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pembangunan desa berjalan dengan baik. 
Di Kecamatan Maluk, desa-desa dengan 
aparatur yang memiliki komitmen 
organisasi yang tinggi mampu mengelola 
administrasi dengan lebih baik dan 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam berbagai program pembangunan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 
telah dilakukan, pengelolaan keuangan 
desa (X3) menunjukkan pengaruh positif 
yang signifikan terhadap kinerja 
pemerintah desa di Kecamatan Maluk, 
Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dengan 
koefisien beta sebesar 0,263. Hasil uji 
statistik mencatat nilai t-statistik sebesar 
2,287, yang lebih besar dari t-tabel 1,978, 
serta P-Value sebesar 0,023 yang jauh lebih 
kecil dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga 
(H3) diterima dan H03 ditolak. Penelitian 
ini juga mengonfirmasi bahwa pengelolaan 
keuangan desa yang baik berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah desa. Pengelolaan keuangan 
yang efektif mencakup perencanaan, pelak-
sanaan, pengawasan, serta pertanggung-
jawaban yang transparan dan akuntabel. 
Ketika keuangan desa dikelola dengan baik, 
anggaran dapat dialokasikan secara 
optimal untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan 
peningkatan pelayanan publik. Di beberapa 
desa di Kecamatan Maluk, sistem 
transparansi dalam pengelolaan Dana Desa 
telah diterapkan melalui sistem informasi 
desa berbasis digital, yang memungkinkan 
masyarakat mengetahui bagaimana dana 
desa digunakan, sehingga meningkatkan 
kepercayaan publik terhadap pemerintah 
desa. 
 

B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah 

dijelaskan sebelumnya, berikut disampaikan 
beberapa rekomendasi atau saran yang 
diharapkan dapat berguna untuk pengem-
bangan dan penerapan hasil penelitian ini di 
masa mendatang, yaitu: 
1. Pemerintah desa di Kecamatan Maluk perlu 

memperkuat regulasi dengan memastikan 
aturan yang berlaku lebih jelas, terstruktur, 
dan mudah dipahami oleh aparatur desa 
maupun masyarakat. Regulasi yang 
diterapkan harus selaras dengan kebutu-
han lokal dan diperbarui secara berkala 
agar tetap relevan dengan dinamika sosial 
serta perkembangan kebijakan nasional. 

Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang 
lebih intensif kepada aparatur desa dan 
masyarakat agar regulasi dapat dipahami 
dan diterapkan secara konsisten untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik 
dan efektivitas kerja pemerintah desa. 

2. Aparatur pemerintah desa perlu diberikan 
pelatihan dan motivasi yang berkelanjutan 
guna meningkatkan komitmen organisasi 
mereka terhadap tugas dan tanggung jawab 
yang diemban. Pemerintah daerah dapat 
mengadakan program peningkatan 
kapasitas, seperti pelatihan kepemimpinan, 
pelayanan publik, dan pengelolaan 
administrasi desa yang lebih baik. Selain 
itu, pemberian insentif atau penghargaan 
bagi aparatur desa yang menunjukkan 
dedikasi tinggi juga dapat menjadi salah 
satu strategi untuk meningkatkan 
semangat kerja serta loyalitas terhadap 
organisasi, yang pada akhirnya akan 
berkontribusi pada peningkatan kinerja 
pemerintah desa secara keseluruhan. 

3. Untuk memastikan pengelolaan keuangan 
desa yang lebih baik, pemerintah desa di 
Kecamatan Maluk perlu menerapkan 
sistem pengawasan yang lebih ketat dan 
transparan. Salah satu langkah yang dapat 
dilakukan adalah dengan mengadopsi 
sistem pelaporan keuangan berbasis digital 
yang dapat diakses oleh masyarakat secara 
terbuka. Dengan demikian, masyarakat 
dapat mengetahui bagaimana anggaran 
desa digunakan dan ikut serta dalam 
mengawasi pengelolaan keuangan desa. 
Selain itu, aparatur desa juga perlu 
mendapatkan pelatihan dalam pengelolaan 
keuangan yang lebih profesional agar 
penggunaan anggaran lebih efektif dan 
sesuai dengan kebutuhan desa, sehingga 
program pembangunan dapat berjalan 
optimal dan tepat sasaran. 
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